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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Pertamina merupakan suatu perusahaan milik pemerintah terdiri dari beberapa Direktorat yang bergerak

dibidang pertambangan minyak dan gas, bumi serta pengangkutan minyak melalui laut, dalam

melaksanakan kegiatan tersebut Direktorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Pertamina ditugaskan untuk

menjamin kelancaran supply bahan bakar minyak melalui laut. Direktorat Perkapalan dan Telekomunikasi

Pertamina dalam melaksanakan tugasnya meemerlukan pengadaan' kapal dengan salah satu caranya melalui

pembangunan kapal baru yang dibuat dengan mengadakan perjanjian pemborongan pembangunan kapal

dengan pihak swasta.

<br><br>

Penulisan, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui segi-segi

hukum dari perjanjian pemborongan pembangunan kapal serta penyimpangan-penyimpangan didalam

pelaksanaannya. Hal ini didasarkan atas adanya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban para pihak

karena berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata hal tersebut tidak tepat dan dapat mengganggu

ketenteraman para pihak terutama terlihat dalam masalah wanprestasi.

<br><br>

Perjanjian pemborongan pembangunan kapal diartikan suatu persetujuan dimana pihak pemborong

mongikatkan diri untuk malakukan pakerjaan pembangunan kapal bagi pihak Direktorat Perkapalan Dan

Telekomunikasi Pertamina dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan. Proses pembuatan

perijanjian kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan Keputusan Presiden R.I No. 29 Tahun 1984

tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai pengganti Keputusan Presiden R.I

No. 14A  Tahun 1980 dan ketentuan tehnis yang berlaku.

<br><br>

Didalam prakteknya. masih banyak ditemukan lembaga hukum yang belum dijalankan sesuai dengan KUH

Perdata khususnya Buku III, hal ini terlihat dalam masalah, ganti rugi yang tidak menerapkan azas

keseimbangan, juga masalah pemutusan perjanjian dan penyelesaian perselisihan yang masih bersifat semu.

<br><br>

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis sarankan agar diadakan penyempurnaan ketentuan, sistim dan bentuk

perjanjian yang sudah ada serta diterapkannya azas keseimbangan antara para pihak dalam hal ganti rugi,

pemutusan perjanjian dan penyelesaian perselisihan selain adanya kesadaran liukum yang tinggi dari pihak

pejabat Diiektorat Perkapalan Dan Telekomunikasi Pertamina maupun pihak pemborong swasta. Dengan

demikian hakekat perjanjian timbal balik dapat terlihat dan berfungsi dengan sesempurna mungkin serta

terdapatnya keamaan kedudukan para piihak dalam bidang Hukum Perdata khususnya dalam Hukum

Perjanjian.
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